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Pengenaan PPN atas penyerahan AY DA oleh kreditur kepada pembeli agunan telah menjadi industrial
taxation issue selama bertahun-tahun, yang disebabkan karena adanya multi interpretasi pada unsur-unsur
dikenakannya PPN atas penyerahan barang. Tingginya angka sengketa atas isu ini yang diajukan berulang-
ulang menunjukkan bahwa isu ini memerlukan kepastian hukum dari sisi regulasi. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis perbedaan pendapat hakim dalam sengketa pajak yang terdapat dualitas di tingkat
Banding hingga Peninjauan Kembali dan menganalisis aspek kepastian hukum pada regulasi terkait
pengenaan PPN atas penjualan AY DA. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua putusan
Peninjauan Kembali yang berbeda sejak diberlakukannya SE DJP 121/2010, dan menygjikan data
pendukung serta wawancara mendalam untuk menganalisis aspek asas certainty atas regulasi yang berlaku
sebelum dan sesudah rezim UU HPP melalui PP 44/2022 dan PMK 41/2023. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa perbedaan atas hasil putusan sengketa pagjak ada pada level argumentasi Pemohon dan
Termohon akibat adanya multi interpretasi regulasi secara horizontal padatingkat UU. Kemudian atas
pemberlakuan aturan teknis terkait pengenaan PPN atas penjualan AY DA melalui PMK 41/2023 telah
memenuhi asas kepastian hukum. Namun atas implementasinya masih perlu diperhatikan lebih lanjut karena
pengenaan PPN atas penjualan AY DA melalui penyelenggara lelang belum diatur dengan jelas dalam
regulasi terbaru tersebut, sehingga diperlukan konfirmasi atas mekanisme pengenaan ini.

...... The imposition of VAT on the delivery of Foreclosed Collateral by the creditor to the buyer of the
collateral has been an industrial taxation issue for years, which is due to the multiple interpretations of the
elements of imposing VAT on the delivery of goods. The high number of disputes over thisissue which
have been filed repeatedly shows that thisissue requires legal certainty from aregulatory standpoint. This
study aimsto analyze differences of opinion of judgesin tax disputes where there is duality at the Appeal to
Judicial Review level and to analyze aspects of legal certainty in regulations related to the imposition of
VAT on the sale of Foreclosed Collateral. The research method was carried out using a qualitative approach
and qualitative data analysis techniques. The analysis was carried out using two different Judicial Review
decisions since the enactment of SE DGT 121/2010, and presenting supporting data and in-depth interviews
to analyze aspects of the certainty principle of the regulations that were in effect before and after the regime
of the HPP Law through PP 44/2022 and PMK 41/2023. The results of this study indicate that differencesin
the results of tax dispute decisions exist at the level of arguments of the Petitioner and the Respondent due to
the existence of multiple interpretations of regulations horizontaly at the level of laws. Then the
implementation of technical regulations regarding the imposition of VAT on the sale of Foreclosed
Collateral through PMK 41/2023 has fulfilled the principle of legal certainty. However, itsimplementation
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still needs further attention because the imposition of VAT on Foreclosed Collateral sales through auction
organizers has not been clearly regulated in the latest regulation, so confirmation of thisimposition
mechanism is required.



